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ABSTRAK
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Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang
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Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
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Tebal Skripsi : 68 Halaman

Pembimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing I1 : M. Syuib, S.Hi., MH

Kata Kunci : Hak Asuh, Anak Yang Belum Mumayyiz

Apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum
mumayyiz, maka mengenai hak asuh terssbut, haruslah dinyatakan secara jelas
dalam suatu putusan agar dapt dipercaya dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga si pengasuh dapat membimbing dan mendidik anak tersebut dengan
baik. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa
“anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun hak
asuhnya diberikan kepada si ibu”. Namun berbeda dalam putusan No.
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna yang menetapkan hak asuh anak yang belum
mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah
(Pemohon). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh
dalam memutuskan perkara No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna dan untuk
menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pemberian hak asuh dalam
putusan Majelis Hakim Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh No.
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna.  Penelitian dalam skripsi ini menggunakan
pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada, berdasarkan pada
wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak
diberikan kepada ayah selaku ayah kandungnya. Adapun dasar pertimbangan
Majelis Hakim dalam memutuskan putusan No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna
adalah demi kepentingan anak itu sendiri, dan Anak tersebut sudah diasuh oleh
ayahnya sejak berumur 2,5 tahun sehingga anak tersebut lebih dekat dengan
ayahnya, maka demi menjaga psikologisnya si anak lebih baik tetap diasuh oleh
ayahnya. Ibunya (Termohon) tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga haknya gugur. Dan keputusan
Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah, menurut peneliti
putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun di dalam
konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak seorang
ibu. Namum hukum Islam memberikan persyaratan-persyaratan buat seorang
pengasuh. Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat
sebagai seorang pengasuh. Maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak
yang belum mumayyiz kepada ayah kandungnya.
\
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Segala puji syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah
SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat
beriringin salam kita sanjung-sajikan kepada baginda Rasulullah SAW berserta
keluarga dan sahabat beliau, karena beliaulah yang telah membawa kita kea lam
yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul
skripsi ini, yaitu “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang
Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)”, yaitu sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi SI pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai tantangan
dan rintangan, namun Alhamdulillah semua itu dapat penulis lewati dan
terselesaikan berkat dukungan penuh, bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi
serta partisipasi dan berbagai pihak yang membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan banyak
terimakasih kepada orang tua tercinta (Alm) ayahanda Sabirin di alam sana dan
penulis persembahkan skripsi penulis ini kepada (Alm) ayahanda, dan juga
kepada orang tua tercinta ibunda Mawarni dan ayahanda Khalidin atas segala
pengorbanan, doa, semangat dan kasih sayang yang sangat tulus, karena
dukungan keduanyalah penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga penulis
ucapkan kepada adik-adik Nella Rosanti dan Al-Kausar Darmawan yang telah

mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan
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penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Nety Nadila, Dian Risma

Fildhania, Khalishatun Amalia, Ardian Munawarah, Sabil, Eva Susanti yang

senantiasa memberikan motivasi, semangat dan dukungan penuh kepada

penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa pula penulis ucapkan banyak

terimakasih yang tak terhingga kepada:

1.

Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh.
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Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry.

Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing pertama dan M. Syuib, S.Hi.,
MH. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing, mendidik,
memberikan saran, dan mengorbankan waktunya dengan penuh keikhlasan
dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga
penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Seluruh dosen prodi Hukum Keluarga yang senantiasa memberi bantuan
dan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama perkuliahan dan juga seluruh
dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam
kelancaran penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kepada seluruh teman-teman seperjuangan pada program studi Hukum
Keluarga letting 2015 yang telah memberikan semangat kepada penulis
dalam menyelesaiakan skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengakui bahwa masih banyak

kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi bahasa yang digunakan.

Oleh karena itu krittk dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk

Vil



menyempurnakan skripsi ini. Hanya iringan doalah penulis berharap semoga
balasan atas semua bantuan itu dipulangkan kepada Allah SWT., sebagai Yang
Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal, Amiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.
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penulis.
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Penulis,

Nelly Rosita
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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

TRANSLITERASI

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Huruf Huruf Huruf
Arab Nama Latif Nama - Nama Latin Nama
Tidak Tidak te (dengan
! Alif | dilambang | dilambang L Ta’ t titik di
kan kan bawah)
zet
< Ba’ B be L Za 7 (qe.n P
titik di
bawah)
Koma
< Ta’ T te @ ‘ain ¢ terbalik (di
atas)
¢s (dengan
< Sa’ § titik di ¢ Gain g ge
atas)
d Jim J je < Fa’ f ef
ha
dengan )
d Ha’ H (titikg di S Qaf q ki
bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha 4 Kaf k ka
3 Dal D de J lam 1 el
5 Zal Z Zet . Mim m em




(dengan
titik di
atas)
R Er o Nun N en
Zal Z Zet b Wau W we
Sin Es » Ha’ H ha
h
Syin Sy es dan ye s arlllqza ¢ apostrof
es (dengan
Sad S titik di < Ya’ Y ye
bawah)
de
(dengan
Dad d
- ' titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— fathah a a
- kasrah 1 1
— dammah u u

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:




Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
s. fathah dan ya’ ai a dan i
J fathah dan wau au adanu

Contoh:

<X - kataba
J:-e - fa’ala
J’f’ > -Zukira

L.fa.b - yazhabu
Je -su'ila

u.f - kaifa
Jjﬁs - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan

it Nama Huruf dan Tanda Nama
LS/ / fathah dan alif 5 a dan garis di
""" atau ya’ atas
TS kasrah dan ya’ 1 u dan garis di
> atas
. dammah dan a u dan garis di
") wau atas
Contoh:
Jé - qala
<t -rama
k2 -gila
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j}fb - yaqiilu
4. Ta’marbutah
Transliterasi untuk ¢@ ‘marbitah ada dua:
1. Ta’marbitah hidup
Ta’marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’marbitah mati
Ta’marbiitah  yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan @ marbitah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata
itu terpisah maka #@ 'marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
Juw&% - raud ah al-atfal
- raud atul atfal
SEMSW - al-Madinah al- Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah
isdb L. talhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
&5 - rabbana
J% - nazzala

5}9\ - al-birr
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& -al-hajj

o

¢ -nu’'ima
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu (J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan
atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang
yang diikuti huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf
qgamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

QN - ar-rajulu
s - as-sayyidatu
el - asy-syamsu

(Lﬁd\ - al-qalamu

& - al-badr’u

IS - al-jalatu
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7. Hamzah

Dinyatakan di depan umum hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
03026 - ta khuziina

Q b
3 - an-nau

sl -Syai’un
i .
Ol -inna

pl
g I .
&%l - umirtu

5 T - akala
8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata. Baik fail, isim maupun haruf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat
yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.
Contoh:
Juf)jl\j.é-jl ! :)\/7 - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
- Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
\)\,.«J\) J.Q\\j:éjb - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal-mizan
B 22853 - Ibrahim al-khalil
-1brahimul-khalil

Xiv



LfaL;jﬂjLé\jé b oy - Bissmillahi majrahda wa mursah
C" JU\ e 415;- Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti
- Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti
57&;'@ i\ﬂl CLL“:"‘ o* - Man istata’a ilaihi sabila

- Manistata a ilaihi sabila
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.

Contoh:

J Y\ A5 3 - wa ma Muhammadun illa rasul
J«GU &23 s Js :)\ - inna awwala baitin wud I’a linnasi

Z\SUA &_‘, LS-*IJ - lallazt bibakkata mubarakan

4 0%

\,d\ 4 Jj\ LsJJ\ OUassses - syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’anu
- syahru Ramadanal-lazi unzila fihil Qur’anu
jmj d;‘j /T /3 - wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
- wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
M\.&S\ 415 24 - alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

- alhamdu lillahi rabbi ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

huruf kapital tidak dipergunakan.
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Contoh:

°
b

2
—

\

8Ol

s

E

oz ~

725 b e - nasrun minallahi wa fathun garib

|
w

\;-;é }3/\[\ A - lillahi al-amru jami’an
- lillahil-amru jami’an

oo f}i) ‘?&\; - wallaha bikulli syai’in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1.

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan
sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan

Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita
untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga yang
bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.! Sedangkan menurut KHI
(Kompilasi Hukum Islam) perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang
kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah.’

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan
umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan,
dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk
membentuk suatu masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban
manusia.’

Dengan adanya perkawinan maka akan muncul keinginan untuk
mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Rumah tangga
yang bahagia jauh dari masalah adalah idaman bagi setiap pasangan suami istri.
Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan rasa
saling percaya, saling menyayangi, dan lain-lain. Dalam sebuah perkawinan
pasangan suami istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai berdua salah
satunya hadirnya seorang anak untuk menghiasi perkawinannya. Akan tetapi,
ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah menikah selama

bertahun-tahun.

'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia:
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Pasal 1

*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum
Islam, diakses online, pasal 2.
3Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008,
him. 1.
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Setiap rumah tangga pasti memiliki pertengkaran baik kecil maupun
besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya. Dalam pertengkaran
itu adakalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat
diselesaikan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan ini biasanya akan berujung
dengan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah
SWT., kerena suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak
terlebih bila pasangan tersebut telah dikarunia anak, maka anak tersebut yang
akan memperoleh pengaruh paling besar. Karena ketika orang tua berpisah maka
anak akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua
harus mempertimbangkan untuk sebisanya menghindar perceraian.

Adanya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, sebagai
berikut’:

1. Ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan
dan melaksanakan pemeliharaan atas anak-anaknya demi kepentingan
anak, jika ada perselisihan antara ayah dan ibu tentang pengasuhan
anak, maka pengadilan berhak memberikan keputusan.

2. Untuk biaya pendidikan dan pemeliharan yang bertanggung jawab
adalah ayahnya, jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya,
maka Pengadilan dapat menentukan ibu ikut dalam memikul biaya
pendidikan dan pemeliharan anak.

3. Pengadilan juga dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami
untuk memberi mantan istrinya biaya hidup atau sebaliknya.

Menurut Abdul Manan perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan
atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar
dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada

alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia:
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Pasal 41.



terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh kerana itu, dibenci
dan dilarang.’

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan,
dalam perkara perceraian non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri
sedangkan untuk yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pada Pasal 2
disebutkan bahwa ‘“Pengadilan Agama adalah salah satu perlaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Putusnya perkawinan membawa akibat hukum yang tidak hanya pada
hubungan suami istri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka
semata, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Putusnya
perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua
terhadap anaknya, hal ini disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), akibat putusnya perkawinan
karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi
keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat
menentukan bahwa Ibu ikut memiliki biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupkan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas istri.

Berdasarkan Pasar 41 UU No.l Tahun 1974 di atas, maka jelas bahwa
meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah

mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai)

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta: Pranada Media Group, 2005, him. 443,



dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pasal 41
diatas dengan tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap
mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik
anak-anaknya, termasuk hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan
pendidikan anaknya tersebut,’ yang juga terdapat dasar hukum dalam Al-Qur’an
surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

¥ s Lo A wdehladig 0 W3 B GSARG fS TR il )

£ O3kl O3lass 16 G Ay S3taks
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa

yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Definisi mengenai hak asus anak memang tidak terdapat di dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun jika melihat UU No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 11 terdapat istilah
“Kuasa Anak” ialah “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai
dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Berdasarkan fiqih Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah,
yang dimaksud dengan hadanah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau
“pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang
masih kecil setelah putusnya perkawinan.’

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
terdapat pula istilah “Anak Asuh” adalah “anak yang diasuh oleh seseorang atau

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

Tan, Henny Tanuwidjaja, Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang
Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam
Kasus Perceraian ~ Marshanda Vs Ben Kasyafani, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 225.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Kencana,
2006, hlm. 328.



kesehatan, karena oranng tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak
secara wajar”.

Setelah terjadinya perceraian dan diantara suami-istri yang bercerai
terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu
pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk
memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan
pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak terdapat
dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaan.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dan juga terdapat dalam hadis:

RPN 6194 5 10s o A J32pe - 206 8
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“Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita kepada Rasulullah, “Wahai
Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman
baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang miliknya. Ayahnya
sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah
kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu

selama kamu belum menikah.”®

Syariat menjelaskan hukum hak asuh, siapa yang paling berhak untuk
mengasuh anak, dan siapa yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan bagi
pihak yang memegang hak asuh anak nantinya. Syariat ini menunjukkan betapa
pentingnya merawat, serta menjaga dan mendidik anak yang masih kecil dengan

baik.

8Abu Daud, Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006, hlm. 47.



Demikian, pengasuhan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan,
biaya hidup, kesehatan,ketenteraman dan segala aspek yang berkaitan dengan
kebutuhannya, dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi
berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup
kemungkinan tanggung jawab itu berahli kepada istri untuk membantu suaminya
bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.’

Adapun periode sebelum mumayyiz adalah seorang anak yang belum
dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.10
Anak yang masih kecil atau belum mencapai usia mumayyiz, tidak bisa
memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan
perlakuan ayahnya. Maka anak tidak dapat diberi pilihan, tetapi langsung
diberikan kepada ibunya. Sehingga dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah
penting terhadap anak yang belum mumayyiz.

Ketentuan Pasal 105 KHI di atas nampaknya tidak dapat berlaku secara
umum, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam
(yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Sedangkan
untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan
diputus di pengadilan negeri) ketentuan Pasal 105 KHI tersebut tidak berlaku.
Bagi mereka yang memeluk agama Islam diatur dalam Pasal 105 KHI yang
berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharan;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

9Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 64.

'Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta:
Kencana, 2005, hlm. 170-171.



Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, dasar
hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai
berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus
2003 dinyatakan bahwa:

“...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur
pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak
yaitu ibu...”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April
1975, menyatakan:

*“ berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah
bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih
kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa
ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena tidak ada pedoman yang
secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang
menginginkannya maka akan mempertimbangkan antara lain: Pertama, fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para
pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan
dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan
melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut bagi secara
materil, pendidikan, jasmanim dan rohani dari anak tersebut."'

Pembahasan dalam study kasus ini mengenai putusan Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna yang memutuskan
pemberian hak pengasuhan anak setelah perceraian diberikan kepada si ayah
(pemohon) bukan kepada si ibu (termohon), padahal anak tersebut masih

berumur 8 tahun. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “ apabila

"Ibid., him. 226.



terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun
adalah hak ibunya”.

Melalui latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tinjauan hukum tentang “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi
Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Study Analisis Putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan
hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemberian hak asuh
dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Nomor 0200/P.dt.G/2015/MS-Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan studi kasus ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh tentang pemberian hak asuh dalam putusan
perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.

2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam tentang pemberian hak
asuh dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan menganai Pemberian Hak
Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi
Analisis  Putusan =~ Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh ~ Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna) setahu penulis belum ada yang meneliti tapi ada



yang hampir-hampir sama dengan apa yang penulis teliti dalam bentuk skripsi
ataupun yang lainnya:

Skripsi yang ditulis oleh Mansari yang berjudul “Pemberian Hak
Hadanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh)”.* Penelitian tersebut menjelasankan bahwa Majelis hakim memberikan
hak hadanah kepada ayah atas dasar kedekatan antara ayah dengan anaknya.
Pelimpahan hak hadanah kepada ayah dapat diberikan oleh Majelis hakim bila
orang yang lebih berhak mengabaikan haknya. Ketentuan ibu yang terdapat
dalam KHI hanya bersifat fakultatif (mengatur) bukan imperatif (memaksa)
yang tidak disertai dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Masrijal yang berjudul “Hak Asuh Anak
Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim
di Mahkamah Syar‘iyah Banda Aceh)”."” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa
hak asuh anak pasca perceraian berada dalam asuhan ibu ketika anak masih usia
di bawah 12 tahun. Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
terhadap pengasuhan anak masih bersifat lemah mengingat setiap putusannya
yang tidak sesuai dengan harapan para pihak tersebut. Justru setelah putusan
berkekuatan tetap, si anak masih diasuh oleh ayahnya (tergugat). Maka perlu
adanya hukuman berupa sanksi bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan
amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Andriani yang berjudul “Penetapan Hak
Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan

"Mansari, Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, (Skripsi yanh tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah TAIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2013.

PFaisal Masrijal, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis Terhadap

Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), Fakultas Syari’ah dan
Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
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Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”.**
Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis hakim memutuskan hak hadanah
anak diberikan kepada bapak atas dasar hubungan emosional anak dengan
bapaknya lebih erat dibandingkan dengan ibunya. Penetapan hak hadanah
kepada bapak dapat diberikan oleh Majelis hakim, apabila anak diasuh oleh
ibunya akan menyengsarakan si anak sebab dibutuhkan waktu lama untuk anak
beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Skripsi yang ditulis oleh TM. Fahrul Razi yang berjudul “Jatuhnya Hak
Hadanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan No.
1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn)”."”>  Penelitian tersebut menjelaskan  bahwa
Pengadilan Agama Medan telah memutuskan hak hadanah anak diberikan
kepada orang tua laki-laki atas dasar si ibu sibuk berkerja sekaligus sibuk
menyelesaikan studinya sehingga kurang memperhatikan dan memberikan
waktu kepada anaknya, dibanding dengan si bapaknya, di samping itu si anak
lebih lama tinggal dengan bapaknya semenjak keduanya belum bercerai dan
pisah rumah semasa pertengkaran dan si anak sudah merasa nyaman tinggal
bersama bapaknya dan juga si ibu jarang sekali menemui dan melihat anaknya.

Skripsi yang ditulis oleh Nihlatusshoimah yang berjudul “Hak Hadanah
yvang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak)”.'° Penelitian tersebut menjelaskan alasan ilmiah

"“Nova Andriani, Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum
Mumayyiz  (Analisis  Putusan  Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor
288/Pdt.G/2009/PA.JB), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

'STM. Fahrul Razi, Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena
Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Pengadilan Agama
Medan No. 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan,
2013.

'Nihlatusshoimah, Hak Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung
(Menurut Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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penetapan usia mumayyiz 12 tahun menurut KHI Impikasi yuridis terhadap anak
yang belum mumayyiz dalam penentuan hadanah dan analisis hukum menurut
KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak
terhadap anak yang belum mumayyiz menentukan hadanah atas pilihannya

kepada ayah kandung.

E. Penjelasan Istilah
Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah:
1. Hak Asuh (Hadanah)

Hak asuh “Hadanah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti
antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala
kepentingan/urusan  anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat
membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).'” Hadanah
menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan,
karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya,
seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga
“hadanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan
anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang
dilakukan oleh kerabat anak itu”."®

Menurut para ulama fikih Hadanah adalah sebagai tindakan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang
menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan
merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

2002 Tentang Perlindungan Anak), Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2010.

""HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 215.

B1bid.
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2. Ayah

Dalam pandangan tradisional, pengertian ayah lebih menekankan pada
konteks biologis. Menurut Palkovitz (2002) ayah didefinisikan sebagai orang
yang menikah dengan ibu, yang secara biologis mendapatkan anak dari hasil
perkawinan, dan tinggal dengan ibu dan anak-anaknya. Dan menurut Lamb
(2004) ayah dipandang sebagai kekuatan leluhur yang memegang kekuasaan
sangat besar di dalam keluarga. Pengertian ini kemudian berkembang bahwa
ayah sebagai guru moral, ayah juga sebagai sosok yang bertanggung jawab
untuk memastikan agar anak-anaknya dibesarkan dengan nilai-nilai yang tepat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua
seorang laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan si anak,
seorang “ayah” dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau ayah
angkat. Panggilan “ayah” juga diberikan kepada seorang yang secara defacto
bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak
terdapat hubungan resmi.

3. Anak

Secara etimologis anak berarti manusia yang masih kecil ataupun
manusia yang belum dewasa.'’ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan
dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak
lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berumur 21
tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum

berumur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko,
1984, hlm. 25.
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genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa
bukan anak-anak.”
4. Mumayyiz

Mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak
sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal
yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini
seorang anak memiliki kemampaun dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari
suatu hal. Pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa
hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lain. Umur
mumayyiz menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun dan berakhir setelah sampai
pada masa baligh.?'

5. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, dan perceraian meurut bahasa berarti
perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.”
Menurut istilah syara’ perceraian adalah melepaskan tali perkawinan dan
mengakhiri hubungan suami istri.”> Dalam buku Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa
perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
perkawinan.* Adapun yang dimaksud dengan perceraian dalam kajian ini
adalah proses berakhirnya hubungan antara suami dan istri berdasarkan putusan
hakim.
F. Motode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu

penelitian, metode penelitian terdiri dari:

*Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 2002, him. 90.

*'Muhammad Saifullah, Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, Yogyakarta:
UII Press Yohyakarta, 2005, him. 108-109.

22WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,
hlm. 200.

2 Abdul Rahman Ghozali, Fi igh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 192.
*Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 237.
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1. Pendekatan
Metode yang digunakan oleh penulis adalah medote yang bersifat yuridis
sosiologis.”” Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh
permasalahan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini
bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat terjawab
dengan tuntas. Sedangkan perdekatan yang bersifat sosiologis bermaksud
memberi jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku
masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.
2. Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang
lingkup penelitian sehingga dalam melakukan ini bisa lebih terarah. Dalam
penulisan ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh.
3. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.*® Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dengan
teliti mengenai manusia, keadaan, ataupun gejala lainnya. Dalam hal ini penulis
ingin mengambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pemberian hak asuh
kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz pasca perceraian yang akan
diteliti penulis ada Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan
pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada, berdasarkan pada

wawancara langsung.”’ Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini

25Ronny Hanitijon Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Ke-5,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 23.

®Ibid., him. 45.
' Ibid., him. 46.
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adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran tentang pemberian hak asuh
kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz pasca perceraian di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan
mengunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau
keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian
dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis di atas adalah tidak banyak terbatas
pada pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa
dan menginterprestasikan data atau pemikiran yang logis kemudian membuat
kesimpulan yang didasarkan pada penelitian dan metode kualitatif sebagai
penjabaran data terhadap data berdasarkan studi literatur dan keterangan di
lapangan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman pada buku
Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi analisis ini, penulis membagi penulis menjadi
penulisan menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menyajikan kajian kepustakaan terkait mengenai
landasan (kerangka) teori yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan
tema penelitian penulis dengan memaparkan gambaran umum tentang hak asuh
anak yang meliputi: pengertian hak asuh, dasar hukum hak asuh, rukun dan
syarat hak asuh, hak asuh atas pemeliharan anak pasca perceraian dan yang

terakhir tentang sebab terjadi gugurnya hak asuh.
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Bab ketiga, tidak semua hak asuh anak merupakan hak ayah, maka
penulis memfokuskan objek penelitian ini pada kasus putusan yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna.
Penulis menyajikan data hasil penelitian, berupa deskripsi data berkenaan
dengan variable yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan
opini penulis. Pada bab ini, penulis menjelaskan sekilas tentang Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna meliputi: sejarah singkat, letak
geografis dan struktur organisasi. Selain itu, menjelasankan ringkasan putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, baik
mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, pembuktian para pihak serta
amar putusan sehingga terlihat secara keseluruhan meskipun tidak secara rinci,
dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
tentang  pemberian hak asuh  dalam  putusan  perkara  Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, dan juga menjelaskan pandangan Hukum Islam
tentang pemberian hak asuh dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Nomor 0200/P.dt.G/2015/MS-Bna.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari
pembahasan dan saran yang dianggap dapat membangun serta berguna bagi

perkembangan [lmu Hukum, khususnya pada ranah Hukum Perkawinan.



BAB DUA
HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Asuh

Kata 4laal) diambil dari kata (sasll yang artinya pendamping. Dimana
seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam
asuhannya. Secara bahasa iliasll berarti 4354 yang artinya pengasuh.*®
Menurut Amir Syarifuddin, dalam kajian figh terdapat dua kata yang berbeda
menganai pemeliharaan anak, namun mempunyai arti yang sama yaitu kafalah
dan hadanah adalah akibat hukum dari putus perkawinan.”’ Jadi, menurut Amir
Syarifuddin kafalah dan hadanah adalah akibat hukum putus perkawinan antara
suami istri dan dalam perkawinan tersebut terdapat seorang atau lebih anak yang
masih kecil. Sementara Andi Syamsu Alam menambahkan akibat timbulnya
hadanah yaitu adakalanya disebabkan terjadinya perceraian sebagaimana
pendapat Amir Syarifuddin, dan adakalanya disebabkan oleh karena meninggal
dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus dirinya.30

Amir Syarifuddin mempersamakan antara kata hadanah dan kafalah
yaitu pengasuh anak setelah terjadinya perceraian tanpa membedakan batas usia
anak sudah mumayyiz atau tidak dan sudah baligh atau tidak. Sedangkan al-
Mawardi sebagaimana dikutip oleh Wanbah az-Zuhaily membedakan kedua
kata tersebut. Menurutnya hak asuh adalah pengasuhan anak yang dimulai sejak

lahir ~ sampai  tamyiz  atau usia anak yang sudah  dapat

*Saleh al-Fauzan, Figih Sehari-Hari, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Thwani,
Budiman Mushtofa, Jakarta: Gema Insari, 2015, hlm. 748.

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 11, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 327.

**Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, cet.
I, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2008, him. 114-115.

17



18

membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan
kafalah adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak tamyiz sampai baligh.’'

Hadanah berasal dari kata “Hidhan”, artinya lambung. Seperti kata (aas
Alay )_\.L.j\ burung itu mengapit telur yang asa di bawah sayapnya. Begitu pula
seorang perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.’> Pemeliharaan anak dalam
bahasa arab di sebut dengan istilah “hadanah”. hadanah menurut bahasa berarti
“melakukan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu
menyusukan anaknya meletakkannya anak itu di pangkuannya seakan-akan ibu
di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadanah” dijadikan
istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir
sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat
anak itu”.*?

Dalam bahasa Indonesia, kata “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”,
artinya menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan
sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan pengasuh.
Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang
masih kecil.** Adapun secara istilah, pengasuhan anak merupakan pemeliharaan
terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua
untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi
kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.” Di samping itu, pengasuh

anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang

3'Wahbah az-Zuhaily, Figh al-Imami asy-Syafi’i, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz,
cet. 1, Jakarta Timur: Al-Mahira, 2010, hlm. 65.

32Slamet Abidin dan H. Amiruddin, Figih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999,
hlm. 171.

33 Abdul Rahman Ghozali, Figh..., hlm. 175.

**Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. VII, Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2012, him. 19.

3 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia;
Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Flkih, UU No.1/1974 Sampai KHI, cet. 1V,
Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012, hlm. 293
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yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa
mengerjakan keperluannya sendiri.*

Hadanah adalah sebutan lain dari kata pengasuhan anak atau
pemeliharaan anak. Hak asuh berarti pemeliharaan anak laki-laki dan
perempuan yang masih kecil yang belum mandiri. Ia juga termasuk menjaga
kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya,
mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang
dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya nanti.’” Selain itu, hak
asuh juga secara umum diartikan dengan merawat anak kecil dan membiayainya
hingga mencapai usia baligh.™®

Para ulama fiqih mendifinisikan hadanah, yaitu melakukan pemeliharaan
anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah
besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi
hidup dan memikul tanggung jawabnya.39

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua
untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi
kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.”’ Sedangkan yang dimaksud
dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan

dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang

3°A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 1lI, Banda Aceh :
Yayasan PeNA, 2010, hlm. 166.

"H. Johan H. Muhamad, Tuntuan Selepas Pembubaran Pernikahan dalam Perintah
Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka
Brunei, 2011, him. 39.

¥ Abu Bakar Jabir Al-Jazain, Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim, terj.
Ikhwanuddin Abdullah, Taufiga Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014, him. 867.

Slamet Abidin dan H. Amiruddin, Figih..., hlm. 171. Abdul Rahman Ghozali, Figh...,
hlm. 175-176.

**M. yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm.
204.
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mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali anak tersebut yang
akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan
hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.*!
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pemeliharaan anak atau hak asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.*?

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asuh bukan hanya
sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian,
mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada
itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal
yang dapat membahayakan, membinasakan dan menyakitinya. Disamping itu,
seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai
kemampuannya bagi anak agar kehidupannya menjadi lebih terjamin,
memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat ia
kerjakan dan apa yang boleh dan dapat di lakukan si anak, terutama sekali
pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi keperluannya dan
memberikan biaya hidup untuk si anak sejak ia lahir sampai dewasa.

B. Dasar Hukum Hak Asuh

Menurut kesepakatan ulama, hukum pengasuhan anak adalah wajib
sebagaimana wajibnya memelihara anak selama masih ada ikatan perkawinan.*
Para ulama sepakat bahwasannya hukum hak asuh (mendidik dan merawat
anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hak
asuh itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab
Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak asuh itu menjadi hak ibu

sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama,

bid., him, 205-206.

“Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005, hlm. 285.

® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 328; dimuat juga dalam buku Amiur
Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata..., hlm. 293.
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hak asuh itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut
Wahbah Zuhaili, hak asuh adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak.
Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si
anak.**

Dalam Al-Qur’an dan hadist terdapat ayat yang menyinggung mengenai
hak asuh namun tidak dijelaskan secara gambaran mengenai ketentuan-
ketentuannya. Berikut beberapa dasar hukum mengenai hak asuh, yaitu:

1. Al-Qur’an

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

b, 0 s s B of Ssnl 1R Gl s SRS sheu Sy
o5 oy By SRS Suan) o SN Bl sins
A by Ol sl p eV 36 OO e oy
G al Eimalery a1, ﬁujjmju 22 2flondy oK s S 285YgTsA e

EYTYTh S O3laxs

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah
seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah
(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu
pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan
permusyawaratan antara kedua, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada
orang tua untuk memelihara anak mereka, sebagaimana yang disebutkan bahwa
ibu berkewajiban menyusuinya sampai umurnya dua tahun, dan bapak

berkewajiban memberi nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyepihan

44Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016,
hlm. 127-128.
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(menghentikan penyusuan sebelum sampai umur dua tahun penuh) apabila ada
kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan
lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang
pantas, hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.*’

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa ibu yang telah diceraikan
mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Allah
mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh karena Allah
mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari
segi kesehatan maupun jiwa anak. “Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan”, sedangkan bagi si ayah meskipun telah menceraikan istrinya ia
berkewajiban untuk memberi nafkah kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi
keduanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang
masih menyusui ini.*

Ketentuan ayat tersebut merupakan dasar kewajiban seorang ayah untuk
membiayai anak dan istri. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan
hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam tali perkawinan saja, namun
juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.47

Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:
N M Jmp &J.» et A 3385 16 G o HH[S &2 35 132 JJ‘ G
%W% O35l u,Lw) (,.a A6 & O3

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. Al-
Tahrim: 6)

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2001, him. 392-393.

*Syahid Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an,
Jakarta: Gema Insani Press, 2000, him. 302.

4T Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., hlm. 328.
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Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT., untuk memelihara
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya
itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk
anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak. Ayat di atas menggambarkan
bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walaupun
secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) bukan berarti hanya tertuju
kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah).
Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan
masing-masing — sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas
kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah
tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang
harmonis.*®

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk
memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, serta supaya seluruh
anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya.
Termasuk anggota keluarga di sini yakni anak.”” Untuk menghindari siksa api
neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak
dapat mengetahui mana yang bisa/boleh dan tidak bisa/boleh untuk dikerjakan
sehingga si anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta
meninggalkan segara larangan-Nya.

Surat An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

pacsiylsds i 4205 S le i o 55 e a8 0 iy
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’: 9)

M. Quraish Shihab, Tafsir AI-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 177-178.
* Abdul Rahman Ghozali, Fiki..., him. 177.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan
tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau
membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak
yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.™

2. Hadits
Rasulullah SAW bersabda:
/Tu.p “”‘“\““’J&;‘gﬁ/}"/‘ )6 ,g:,.ajzfi& e ’”°\,dL:L.,J\ FE “J’,;.c
G5 adik s el d o b Jos Eae 18 O ?u; L A

(il oly) szl 535 « -t S 4 B dj;e G G

&

“Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan
kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata,
“Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang
memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia
dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti”. (HR. Tirmizi).”"

Dalam Kitab Sunan Abu Dawud disebutkan:
L;:dﬁé&io;bu’avquﬁlpajj\du@d\@gf:JGA.;;:U\@'@SJ&JAL%\O;
Doy JUB (ondi g dus Gl 2 e Gl By 2l oy O W (g ) ) s
oo I Sy 3 Bl e ey Sl ol TR fekesy ads Ai“ P AjJ\
s callil el ay del Meas Ll ay dso (Gl odag gl 1ia" V,L@wmx

(31> Il olg))

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu
datang seorang wanita dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku
hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air
untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka
datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan
anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan

°Ali bin Abu Talhah, T afsir Ibnu Abbas, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 178

S At-Tamizi, Shahih Sunan Tirmizi, terj. Fachrurrazi, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam,
2006, hlm. 61.
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di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya,
maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.” (HR. Abu Dawud)’*

Dalam beberapa hadits lain juga dikatakan:

reds ¢ pleg e A o el ruaw?f\ caly Lol ST 0k o 1) o
ViU sl 8 e A \L;L,LS,J\AJJL, Sl By ages ol oda a5
& JE el ] el Walsesl: JG ¢ W ac,as\ Anily 1B gaU el (A JGy

(3913 1 olgy) adssl clgul J) )l cLed Ladtal MU 55 <l 2 le.,a

“Dari Rafi’ Ibnu Sinan: Ia telah masuk Islam, kemudian bermalam di rumah
istrinya agar ia mau masuk Islam. Istrinya mendatangi Nabi SAW dan berkata,
“Anak perempuanku, dia adalah susuanku.” Namun Rafi’ berkata, “Anakku.”
Nabi SAW lalu bersabda kepada Rafi’, "Duduklah di sebelah sana.” Nabi SAW
juga bersabda kepada iastrinya, “ Duduklah di sebelah sana.”

Perawi melanjutkan ceritanya: Nabi SAW kemudian mendudukkan anak-anak
mereka di antara keduanya, lalu menyuruh Rafi’ dan istrinya agar memanggil
anaknya, ternyata sang anak condong kepada ibunya, maka Nabi berdoa, Ya
Allah, berilah petunjuk kepada anaknya Rafi’.” Akhirnya sang anak condong
kepada bapaknya, lalu Rafi’ mengambilnya. (HR. Abu Dawud).”

(;;\;\y\o\j))@&gum % ;,.3\’ "

“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa ada seorang wanita berkata: “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya akulah yang mengandung anak ini, susuku yang
memberinya minum, dan pangkuanku yang membuai serta melindunginya.
Namun ayahnya menceraikanku dan ingin merebutnya dariku.” Rasulullah SAW
bersabda kepadanya: “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum
menikah (lagi).” (HR. Abu Dawud)™*

C. Rukun dan Syarat Hak Asuh
1. Rukun Hak Asuh

>2Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah,
Hadits no. 2277, him. 259.

3 Abu Daud, Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006, him. 29.

S Ibid., hlm. 47.
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Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang
menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu:
a. Hadhin (orang tua yang mengasuh)
b. Mahdhun (anak yang diasuh)>
Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan
sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah
secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu.
Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu
atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.
2. Syarat-syarat Hak Asuh
Bagi orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi

hadhim, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai

berikut:
a. Baligh
Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi hadin
untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus
keperluannya sendiri, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.
b. Berakal

Orang gila atau idiot tidak boleh menjadi hadin karena keduanya
juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.
Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apalagi
untuk mengurus keperluan orang lain. Maka ia tidak boleh diserahi
mengurus orang lain. Bahkan Imam Malik menambahkan dengan

Cerdas.”® Selain itu karena dikhawatirkan akan membawa dampak

> Mardani, Hukum Keluarga..., hlm. 128. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...,
hlm. 228.

¢ Muhammad Ibn Al-Syarbaini, Al-Igna’, Mesir: Mathba’ah al-Risalah, 2000, Juz I,
him. 150.
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buruk dan dapat mengancam jiwa dan pertumbuhan bagi si anak
apabila diserahkan kepadanya.

¢.  Mempu mengasuh, mendidik, merawat dan mengurus anak
Seorang yang mengasuh atau wali yang ditunjuk (yang dibebankan
tugas hak asuh kepadanya) ia harus betul-betul menjaga, tidak
buta, cacat atau memiliki penyakit menular, bertanggung jawab
demi keselamatan anak serta memiliki kemampuan untuk mendidik
anak yang dipelihara dan juga mampu untuk menjaga kesehatan
dan pribadi anak. Jadi, orang yang lemah, baik karena sudah lanjut
usia, sakit, maupun sibuk, tidak berhak untuk mengurus anak sebab
dikhawatirkan akan membuat anak terlantar dan terancam bahaya
(membahayakan anak).

d. Amanah, berbudi dan berakhlak mulia
Orang yang mengasuh harus memiliki sifat amanah, sehingga
dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Sebab orang
yang rusak akhlaknya banyak melakukan dosa seperti berzina,
minum khamar, main judi, tidak dapat dan layak melakukan hak
asuh atau menjadi wali anak, sebab tidak dapat memberikan contoh
yang baik kepada anak yang di asuh dan orang curang tidak aman
bagi anak kecil serta tidak dapat dipercaya akan menunaikan
kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan nanti si anak
dapat meniru dan berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang
ini, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

e. Beragama Islam (tidak kafir atau murtad)
Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak di asuh
oleh non muslim.”” Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali

mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah atau muslim,

°7 Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak...., hlm. 122.
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karena orang non muslim tidak mempunyai hak dan wewenang
dalam mengasuh dan memimpin orang Islam. Kalau orang Islam
tidak ada maka (menurut Mazhab Hambali) diperbolehkan kepada
kafir zimmi karema kafir zimmi lebih dapat dipercaya dibandingkan
kafir harbi. Akan tetapi, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak
mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak
tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang
menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih kepada
anak untuk berada dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau
pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya, lalu
Rasulullah SAW, bersabda: “Ya Allah, tunjuki anak itu,
condongkan hatinya kepada ayahnya”. (HR. Abu Dawud).

f.  Ibu belum menikah dengan orang lain
Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing bagi
anak atau dengan kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak
berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan.

g. Merdeka
Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan
tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh
anak kecil.

h. Memiliki hubungan mahram dengan anak
Seorang pengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak
maksudnya bagi anak laki-laki pengasuhnya harus berasal dari
kalangan perempuan yang haram dinikahi si anak, seperti ibu,
saudara ibu dan nenek. Sedangkan bagi anak perempuan paman
tidak berhak terhadap hadanah, karena bukan mahram bagi anak.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (muhdhum) itu adalah:
a. la masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri

sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
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b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena
itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti
orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya
tidak boleh berada di bawah pengasuh siapa pun.

Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Gani Isa juga dijelaskan syarat-
syarat hak asuh, yaitu:

a. Mukallaf, artinya orang tersebut Islam, baligh dan berakal. Hak
asuh dan perwalian anak kecil (muslim) tidak boleh diasuh oleh
wali non muslim, namun kalangan Hanafiah membolehkannya.

b. Mampu mendidik, artinya hadhin (pengasuh/wali yang ditunjuk)
tidak buta, cacat, atau memiliki penyakit yang menular.

c. Amanah dan berakhlak, artinya tidak dibenarkan dan dilarang
pengasuh itu memiliki sifat-sifat tercela, seperti pencuri, penzina,
perampok dan lain-lain.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak, agar hidup dan pendidikan
mereka tidak terlantar, maka baik hukum Islam maupun undang-undang
menentukan agar tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada orang
tua (ayah dan ibunya) atau pengasuh lainnya yang ditunjuk bila kedua orang
tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau karena sebab lainnya seperti
cacat jasmani dan rohani.’®

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka
yang paling berhak melakukan hak asuh atas anak adalah ibu. Alasannya adalah
ibu yang lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah,
sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila
anak berada dalam asuhan seorang ibu, anak segala biaya yang diperlukan itu
tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini, sudah merupakan
pendapat yang disepakati oleh ulama.

*A. Gani Isa, Menelusuri Paradigma Figih Kontemporer (Studi Beberapa masalah
Hukum Islam, cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009, hlm. 71.
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D. Orang-orang yang berhak Atas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hak
asuh, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun (anak). Sebagian pengikut
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak asuh itu hak anak, sedangkan menurut
Syafi’i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang
berhak terhadap hak asuh itu adalah hadin.”

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai siapa yang paling
berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika
ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak
asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil gath’i yang
secara tegas membahas mengenai masalah ini. Hanya keempat Mazhab lebih
mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan
kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya
mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah).

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu
masih memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti
makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun
dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih
sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di
kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk
melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.
Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai
dengan syarat-syarat tersebut.’’ Di sebabkan itu, orang yang paling berhak
sekali tentang hak asuh ialah ibu kepada anak itu sendiri. Ini memandangkan

seorang ibu biasanya lebih penyayang dan penyabar serta sanggup menanggung

**Djamaan Nur, Figh Munakahat, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001,
hlm. 79-80.

9 Abdul Rahman Ghozali, Figh..., hlm. 177.
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segala beban pemeliharaan dan pendidikan. la juga lebih lembut dalam

. 61
memelihara anak.

Orang-orang yang berhak mengurus hak asuh itu terkadang hanya kaum

perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki dan terkadang juga

untuk kedua-duanya tergantung pada usia anak yang akan dipelihara.”®> Adapun

pengasuh dari kalangan kaum perempuan secara berurutan, yaitu sebagai

berikut:

I.

Ibu lebih berhak untuk mengurus hak asuh anaknya meski sudah
bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak
dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-yiakan anak.”

Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu
atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama
seperti ibu. Namun kemudian, menurut pendapat Hanafiyyah dan
Syafi’iyyah dalam qaul jadid yang berhak mengurus anak adalah ibu
dari ayah, kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah.

Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara
perempuan dari anak yang diperlihara.®*

Urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang diperlihara).
Urutan selanjutnya adalah putri-putri dari saudara perempuan,
kemudian putri-putri dari saudara laki-laki.

Urutan selanjutnya, para ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah
sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian, bibinya ayah

yaitu saudari kakek.®>

%'Bahri Ibrahim, Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkawinan dan Perceraian Serta

Kesan-kesannya, Kuala Lumpur: Darul Nu’man, 1997, him. 310.

*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu 10, terj. Abdul hayyie al-Kattani,

Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 61.

1bid., hlm. 61.
1bid., hlm. 62.
81bid., him. 63.
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Dapat disimpulkan bahwa yang didahulukan dalam urutan pengasuh
tersebut adalah dari kalangan ibu, nenek, saudara, dan dari kalangan paman.®
Namun, jika anak yang dipelihara tidak memiliki kerabat yang berhak
memelihara seperti dalam urutan di atas, maka hak mengasuh dan memlihara
dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat, sesuai urutan bagian warisnya
mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya
sampai ke bawah dan kemudian paman dan anaknya.®’

Oleh itu, hak asuh diberikan kepada laki-laki yang mempunyai ikatan
mahram dan waris dengan si kecil dengan mengacu pada urutan warisan.
Kemudian hak asuh juga diberikan kepada pihak laki-laki yang tidak
mempunyai ikatan mahram seperti anak dari paman (sepupu si kecil). Namun,
tidak boleh menyerahkan pengasuhan anak perempuan yang sudah besar kepada
laki-laki untuk menghindari berduaan yang diharamkan. Akan tetapi, si kecil
boleh diasuh dan diserahkan kepada laki-laki yang bisa dipercayai dan
direkomendasikan oleh orang yang berhak mengasuhnya karena pengasuhan

merupakan haknya.®®

E. Sebab Terjadi Gugurnya Hak Asuh Kepada Ibu
Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah
dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dapat dipercayai, dan menikah
dengan pria lain, kecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh
anak tersebut, seperti paman (adik atau abaang si ayah anak tersebut).”’
Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak asuh ke
atas hadin, menurut ulama Malikiyyah, hak asuh gugur dengan empat sebab

. 70
diantaranya:

%*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Imam Syafi’i..., hlm. 71.
57Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., hlm. 64.
8Wahbah Az-Zuhaili, Figih Imam Syafi’i..., hlm. 71.

% Ibid., hlm. 69.
" Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., him. 70-71.
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a. Perginya hadin ke tempat yang jauh.

b. Hak seseorang dalam hak asuh gugur jika ua mengidap penyakit yang
membahayakan.
Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik.

d. Hak seorang hak asuh gugur jika ia sudah menikah lagi.
Menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, hak seseorang untuk memelihara
anak dianggap gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama sepakat hak
hadanah juga gugur jika orang yang berhak itu gila atau idiot.”'

Dan ada juga hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh kepada ibu,
diantaranya:

1. Hak asuh kepada ibu gugur karena menikah.

Demikian pendapat seluruh uhlul ilmi. Inilah mazhab
Hanafiyah, berpendapat masyhur Malikiyah, pendapat paling shahih
Syafi’iyah dan Hanabilah. Bahkan Ibnu Mandzir menuturkan ijmak
terikat masalah ini. Dasar logisnya cukup kuat karena istri akan
disibukkan untuk melayani suami barunya. Inilah yang dikhawatirkan
akan membahayakan anak yang diasuh karena perhatian istri terbagi
kepada suami barunya, walaupun suami barunya mengizinkannya
untuk anak tersebut.”?

Maka dari itu dengan kesibukan ibu mengurus hak-hak
suaminya, maka ibu tidak sempat mengasuh dan merawat anaknya, atau
biasanya anak akan mendapatkan perlakuan kasar dari ayah tirinya.
Ayah si anak tentu tidak merelakan hal itu terjadi, dan ia berhak

. . g 73
mengambil sia anak dari mantan istrinya.

"Ibid., hlm. 71.

Wahbah Az-Zuhaili, Figih Imam Syafi’i..., hlm. 67.
Wafa’ Binti Abdul Aziz As-Suwailim, Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam
Khusus Ibu, Cet 1, Jakarta: Ummul Qura, 2013, him. 358.
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Namun, bila si ibu nikah dengan paman dari si anak maka hak
asuh tidak hilang karena paman juga berhak atas pengasuhan si anak.
Kasih sayang paman akan menjadi faktor motivasi buat mengasuh si
anak sehingga ibu dan paman bisa bekerja sama dalam mengasuh si
anak. Berbeda bila ibu menikah dengan laki-laki lain.”*

Hak asuh ibu gugur disyaratkan si ibu digauli suaminya.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hak asuh ibu
gugur manakala ia menikah dengan laki-laki lain. Hanya saja, ulama
berbeda pendapat terkait syarat apakah ibu harus digauli agar hak
asuhnya gugur. Terdapat dua pendapat:

1) Hak asuh ibu tetap tidak gugur, kecuali jika sudah digauli. Sekedar
akad nikah tidaklah menggugurkan hak asuh. Demikian pendapat
yang dikemukakan Malikiyah, juga salah satu pendapat Hanabilah.
Alasan yang menggugurkan hak asuh ibu karena pernikahannya, si
ibu sibuk mengurus hak-hak suami sehingga tidak sempat
mengurus anak. Alasan ini hanya berlaku ketika si ibu sudah
digauli. Sebelum itu, ibu tentu masih punya banyak waktu untuk
mengasuh si anak.

2) Hak asuh ibu gugur karena akad nikah sudah dilaksanakan. Tanpa
disyaratkan harus digauli. Demikian pendapat mayoritas ulama
dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah dan pendapat sahih Hanabilah.
Saat yang bersangkutan menikah hak asuhnya sudah gugur.
Pernikahan sudah mengugurkan hak asuh meskipun belum terjadi
hubungan suami istri. Setalah melangsungkan akad nikah suami
berhak atas semua manfaat dari istri, termasuk berhak melarang
istrinya untuk mengasuh anak dari laki-laki lain. Dengan demikian

hak asuh si ibu hilang, seperti halnya saat si ibu di gauli.

"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Imam Syafi’i..., hlm. 67.
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Hak asuh ibu gugur bila ibu melakukan perjalanan jauh yang boleh
mengqgashar shalat.

Mengenai hal ini, ayah diperkenankan untuk menggantikan
posisi ibu dalam mengasuh anaknya, baik yang pindah itu ayah maupun
ibunya. Hal ini untuk menjaga penisbahan nasab kepada seorang ayah.
Selain itu, anak dalam pangkuan ayah dalam keadaan seperti ini lebih
mudah untuk diasuh, diajari, dan lebih mudah untuk memberikan
nafkah.

Hak asuh ibu tidak boleh dicabut bilamana hanya melakukan
perjalanan kurang dari jarak berpergian yang boleh mengqashar shalat.
Karena orang yang melakukan perjalanan di bawah batas qashar masih
seperti orang yang menetap. Namun apabila si ibu dan ayah
mengadakan perjalanan bersama dan bertemu dalam perjalanan, maka
ibu masih berhak untuk mengasuh anaknya.”

Apabila suami istri yang telah dikaruniai anak kemudian
bercerai, lalu salah satunya akan mengadakan perjalanan. Maka apabila
perjalanan itu membahayakan atau tidak menjamin keamanannya,
maka anak harus diasuh oleh salah satu dari keduanya yang tidak
melakukan perjalanan sekalipun anak itu telah famyiz dan memilih
untuk ikut dalam perjalanan karena perjalanan itu membahayakan anak
tersebut.

Jika perjalanan itu belum sampai pada batas boleh mengqgashar
shalat, maka keduanya sama seperti orang mukim yaitu berhak untuk
mengasuh anak itu. Jika anak itu sudah famyiz maka diperkanankan
untuk memilih salah satu dari keduanya karena mereka mempunyai
hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai hak perjalanan untuk

meringkas shalat, tidak berpuasa dan mengusap khuf. Dengan

Wahbah Az-Zuhaili, Figih Imam Syafi’i..., hlm. 67.
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demikian, keduanya sama saja dengan mukim.’® Bilamana perjalanan
itu bukan kerena untuk pindah, maka orang yang mukim, baik ayah
atau ibu lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut. Sebab orang
mukim tidak mempunyai alasan untuk membawa atau mengembalikan
sesuatu seperti halnya musafir.

Namun bila perjalanan itu untuk pindah yang tidak
membahayakan dan dalam jarak tempuh yang boleh meringkas shalat,
ayah lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut, baik ayah tersebut
mukim atau musafir. Karena menjaga garis keturunan si anak dan
mendidik itu diutamakan. Jika yang mengadakan perjalanan ternyata
ayah dan ibu berkata kepadanya, “engkau bepergian karena ada
kebutuhan, jadi aku lebih berhak untuk mengasuh si kecil,” dan ayah
berkata, “akan tetapi aku berpergian untuk pindah, jadi akulah yang
peling berhak mengasuhnya,” maka perkataan yang dibenarkan adalah
perkataan ayah karena ayah jauh lebih tahu dengan niatnya.”’

Hak ibu gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan. Seperti
gila, lepra dan kusta. Karena orang yang mengasuh tidak boleh
mengidap penyakit yang membuat orang lain menjauhinya.

Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau
pengetahuan agamanya kurang.

Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik
atau pengetahuan agamanya kurang, seperti ia tidak dapat dipercaya
untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak
dalam asuhannya.”® Demikian orang yang tidak amanah tidak berhak

mengurus pendidikan dan akhlak anak.”

"®Ibid., him. 68.
"Ibid., him. 69.
"®Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., him. 70.
P Ibid., him. 67.
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ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 0200/Pdt.G/2015/MS-
Bna

A. Profil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
1. Sejarah Mahkamah Syar’iyah Di Aceh
1. Zaman Kesultanan Islam
Pada Zaman Kesultanan Aceh , Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak
zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh "Qadli
Malikul 'Adil" yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qadli malikul
'Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai
Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Uleebalang terdapat Qadli
Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan
Qadli Uleebalang diajukan ke Qadli Malikul 'Adil. Qadli Malikul 'Adil dan
Qadli Uleebalang diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa.
Karena perkara yang dibanding ke Qadli Malikul'Adil tidak banyak, maka Qadli
Malikul 'Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasehat kepada
kerajaan.
2. Zaman Hindia Belanda
Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari
pengadilan adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai
oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat afdeeling atau
onderafdeeling ada pengadilan yang bernama "Musapat' yang dikepalai oleh
Controleur, dimana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi
anggotanya.
3. Zaman Pendudukan Jepang
Zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan Agama di Indonesia tidak
banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan

oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang
37
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mengeluarkan suatu Undang-undang yang bernama "Atjeh Syu Rei" (Undang-
undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Pebruari 1944)
mengenai Syukyo Hooin (Mahkamah Agama). Sesuai dengan bunyi pasal 1
Atjeh Syu Rei Nomor 12, ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu, yakni:

1. Syukyo Hooin berkedudukan di Kutaraja.

2. Seorang Kepala Qadli dengan beberapa anggotanya di tiap-

tiap Bunsyu.

3. Seorang Qadli Son di tiap-tiap son.

Syukyo Hooin merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan
Kepala Qadli dan Qadli Son. Tugas Qadli Son pada saat itu mirip dengan tugas
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan saat ini.

4. Zaman Revolusi Fisik Hingga Kembali Ke Negara Kesatuan RI

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di
Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.
Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai
salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah,
antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan
Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh
Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu
hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13
Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T.
Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama
Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai
kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada
Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada
Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya
bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal-soal tentang:

1. Nikah, thalaq, rujuk, natkah dsb.
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2. Pembahagian pusaka (kewarisan).

3.

Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya.

4. Baitul mal.

Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut,

Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh. Badan Pekerja DPR Aceh telah menguatkan

kewenangan dimaksud dengan Putusannya tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35,

yang intinya sebagai berikut:

I.

Menguatkan Instruksi Kepala Jawatan Agama Propinsi
Sumatera tentang hak Mahkamah Syar'iyah, yaitu
memutuskan:

1. Perkara nikah, thalag, rujuk dan nafkah.

2. Pembahagian pusaka.

3. Memutuskan harta wakaf, hibah dan sedekah.

4. Memutuskan Baitul Mal.

Vonnis-vonnis yang bersangkutan ini dipandang serupa
kekuatan vonnis Hakim Negeri.

Buat sementara menunggu ketentuan dari Propinsi, maka
urusan perkara harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak
Mahkamah Syar'iyah dan tidak lagi menjadi hak Hakim
Rendah atau Hakim Negeri.

Untuk menjalankan urusan ini diserahkan kepada Kepala Jawatan

Agama Daerah Aceh. Ada tiga tingkatan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada era

awal kemerdekaan hingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957

tanggal 10 Agustus 1957, yakni:

1.

Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai Pengadilan
tertinggi dan tingkat terakhir yang berkedudukan di Kutaraja.



40

2. Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan sebagai Pengadilan tingkat
banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah
Kewedanaan yang ada di Aceh saat itu.

3. Mahkamah Syar'iyah Kenegerian sebagai Pengadilan tingkat
pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap daerah
Kecamatan yang ada di Aceh saat itu.

Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah
Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah
menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Peraturan Pemerintah tersebut
tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di
Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah
mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Penghapusan kembali Mahkamah Syar'iyah Kenegerian yang pernah ada
di ibukota Kecamatan di Aceh disebabkan adanya ketentuan dalam PP Nomor
29 tahun 1957, yakni pasal 1 dimana Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah)
ada di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh yang daerah
hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Sedangkan
Pengadilan Negeri saat itu hanya ada di kabupaten/kota. Perlu diketahui pula
bahwa sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahunl957, di Aceh
hanya tinggal 16 buah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang
dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58/1957 sebagai
pelaksanaan PP nomor 45 tahun 1957.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62/1961,
sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk sebuah cabang Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah di Lhokseumawe yang wilayah hukumnya diambil
dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
Sebelas tahun kemudian tepatnya tanggal 16 Maret 1972 dibentuk pula sebuah
lagi cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Meureudu yang wilayah
hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah
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Syar'iyah Sigli. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor
18/1975, kedua cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut
ditingkatkan statusnya menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah penuh
terlepas dari instansi induknya.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Agama pula, pada tahun 1984
telah dibentuk satu lagi Pengadilan Agama di Jantho ibukota Kabupaten Aceh
Besar yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian hingga saat ini di
seluruh Aceh terdapat 19 buah Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Sedangkan
Pengadilan Negeri hanya ada 18 buah di seluruh wilayah Aceh, dimana di
Meureudu tidak ada Pengadilan Negeri.

Perlu diketahui pula bahwa sejak keluarnya Keputusan Menteri Agama
RI Nomor 6/1980, maka penyebutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
yang ada di Luar Jawa dan Madura dan diluar Sebagian Kalimantan Selatan dan
Timur, termasuk yang ada di Aceh menjadi "Pengadilan Agama" (PA) untuk
tingkat pertama dan "Pengadilan Tinggi Agama" (PTA) untuk tingkat banding.
Hal ini karena untuk wilayah Jawa dan Madura telah ada dasar hukum yang
ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda yakni Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl
1937 Nomor 160 dan 610.

Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20
Mahkamah Syar’iyah, salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota
Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui
bahwa Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan
Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama
yang dulu disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Kutaraja, kemudian
Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Adapun orang-orang yang telah pernah memimpin Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh sebagai Ketua secara berurutan adalah yang mulia:
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[a—y

TWK. Abdul Azis dari Tahun 1946 s. d tahun 1960.

Drs.Abdul Fattah 1961 s.d 1963.

Tgk. Ishak Bunggala 1964 s.d 1970.

Tgk. Syarbaini Hamzah.1971 s.d 1975.

Drs. Mahfudh Arhasyi 1975 sd. 1987.

Drs. Mukhtar Hasan 1987 s.d 1994.

Drs. Jufri Ghalib,SH., 1994 s.d 1997.

Dra. Hj. Zahriah Hanafiah,SH 1997 s.d. 2003.

Drs.H.Armia Ibrahim,SH 2003 s.d 2005.

Drs.H.Abdul Mannan Hasyim,SH.,MH 2005 s.d 2008.

. Drs.H.Salahuddin Mahmud, 2008 s.d 2010.

Drs.H.Rafi’uddin,MH 2010 s.d 2012.

. Drs.H.Osin Moh Muhsin, SH.M.Hum 2010 s.d 2013 (Wakil
Ketua).

14. Drs. Misran,SH., MH 2013 sampai sekarang.

A S I AN N S
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5. Era Otonomi Khusus Bagi Nanggroe Aceh Darussalam

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi Peradilan Agama
di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh
Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at
Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di
Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang
diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh
karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama
yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah
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Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah
Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan
Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan
kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang
ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan
Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.

Waris.
Wasiat.
Hibah.
Wakaf.
Zakat.
Infaq.
Shadaqah.

o ool v Chiges LD

Ekonomi syari'ah.
Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun
2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama
dalam bidang:

1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah.

2. Mu'amalah
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3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia
dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan
Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut
mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi
Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum
acara jinayah Islam.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang
pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at
Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya
Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan
Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat
pertama.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90
Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan
129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.*

2. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama
dalam Lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 90

gampong (desa) dan 9 kecamatan yaitu:

80 Www.ms-bandaaceh.go.id, Sejarah Mahkamah Syar’ivah Banda Aceh, 5 Januari
2016. Diakses melalui situs https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/



http://www.ms-bandaaceh.go.id/

No. Kecamatan Jumlah Gampong
1. | Baiturrahman 10 Gampong
2. | Kuta Alam 12 Gampong
3. | Kuta Raja 6 Gampong
4. | Banda Raya 9 Gampong
5. | Jaya Baru 9 Gampong
6. | Meuraxa 16 Gampong
7. | Ulee Kareng 9 Gampong
8. | Lueng Bata 9 Gampong
9. | Syiah Kuala 10 Gampong

Skema Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
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B. Ringkasan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS-Bna
1. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2015
mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan telah
didaftarkan di kepaniteraan perkara nomor register 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna
tanggal 3 September 2015 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, yang
menikah pada tanggal 12 Februari 2006 yang dicatat oleh pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kutipan
akta Nikah Nomor 52/18/11/2016, tanggal 13 Februari 2016.

Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Surien, Kecamatan
Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang
anak laki-laki, bernama M. Hadianta Dayu Agud, yang pada saat perkara ini
diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berumur 8 tahun.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis
tetapi pada tanggal 20 Januari 2010 tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada
keributan apapun Termohon meminta cerai dan meminta diantar pulang ke
rumah orang tuanya. Pemohon menanyakan alasan kepada Termohon tetapi
Termohon tetap pada kemauannya hingga akhirnya Pemohon menghubungi adik
termohon menyampaikan keadaan yang terjadi saat itu, tidak lama kemudian
adik Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan orang tua Termohon
meminta agar Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di
Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Pemohon
mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pada saat itu terjadi
lafaz penyerahan kembali Termohon dari Pemohon kepada orang tua Termohon
yang diterima oleh orang tua Termohon dengan kalimat “Jangan rujuk kembali
ya” sejak saat itu Termohon tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon tinggal

bersama anaknya di Gampong Surien.
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Termohon ada kembali ke rumah setelah seminggu kemudian dan
menyatakan saran dari orang tua di kampung Beurawe agar rujuk kembali
namun Pemohon menolaknya, dengan demikian lebih kurang sudah 5 tahun
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu mulai dari tahun 2010
sampai dengan saat perkara ini diajuan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dalam rumah tangga, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi tujuan
perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Pemohon dan
Termohon membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan sudah
cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon pada Majelis Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Anak laki-laki dalam perkawinan Pemohon dan Termohon bernama M.
Hadianta Dayu Agud, laki-laki, yang berumur 8 tahun masih belum mumayyiz
dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tetap berada dalam
asuahan Pemohon sehingga sengat dekat dengan Pemohon maka demi masa
depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Pemohon memohon
agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon selaku ayahnya.

Berdasarkan alasan/dalil/dalil di atas Pemohon memohon kepada Majelis
Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon di depan persidangan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh.

- Menetapkan agar anak yang bernama M. Hadianta Dayu Agud, laki-laki,
yang berumur 8 tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.
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Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran itu
disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil
masing-masing pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015
dengan nomor yang sama yaitu 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, berdasarkan berita
acara jelas penggilan yang dibacakan dalam sidang.

2. Pembuktian Para Pihak

Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin
atasan Nomor 474.2/546 tanggal 24 Agustus 2015 sesuai dengan yang dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983. Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada
Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil dan
perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak
pernah hadir dipersidangan.

Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai
menurut ketentuan hikum dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

b. Bukti Surat

1. 2 (dua) buah buku nikah beserta fotokopinya Nomor
52/18/11/2006, tanggal 12 Februari, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda
Aceh, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah di
cocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, kemudian
oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171031010560002,

tanggal 18 Januari 2012 atas nama Darwis, yang dikeluarkan
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oleh Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
dinyatakan sesuai, lalu oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda

P.2.

c. Bukti Saksi

1.

Seorang pekerjaan PNS, umur 48 tahun, agama Islam, tempat
tinggal gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota
Banda Aceh, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai
berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka
benar sebagai suami istri yang telah menikah dan telah
mempunyai seorang anak dan anak tersebut berada dalam
asuhan Pemohon.

- Semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi
perselisihan dan sejak tahun 2010 mereka telah berpisah
tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Gampong Surien
sedangkan Termohon tinggal di gampong Beurawe.

- Saksi sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada
Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin
dirukunkan lagi dikarenakan mereka telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 5 tahun.

- Pemohon sudah mengurusi anaknya sejak anak tersebut
berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 tahun sampai
sekarang sudah berumur kurang lebih 8 tahun dan tidak
ada kendala apapun terhadap anaknya tersebut.

Seorang pendidikan S1, umur 52 tahun, agama Islam,

pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman Gampong Surien,

Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan

dibawah sumpahnya sebagai berikut:
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- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka
benar sebagai suami istri dan telah mempunyai seorang
anak.

- Semula rumah tangga mereka rukun, kemudian terjadi
cekcok dan sejak 2010 mereka telah berpisah tempat
tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Surien dan Termohon
tinggal di Beurawe.

- Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan oleh
aparatur desa namun tidak berhasil dan sekarang mereka
tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.

- Pemohon sanggup untuk mendidik anaknya dan sampai
sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala
apapun.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah
diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dab termasuj
dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dengan
Termohon terikat dalan perkawinan yang sah.

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya
dipersidangan, ketidak hadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hukum, karenanya patut dinyatakan Termohon tidak hadir,
maka pekara ini diproses dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir,
namun Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah sesuai yang dimaksud dalam Pasal

82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk
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kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154
R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah
mengupayakan nasehat dan saran agar Pemohon dapat rukun kembali akan tetap
tidak berhasil.

Pemohon sebagai PNS telah menyerahkan surat izin dari atasannya
dengan demikian telah terpenuhi persyaratan permohonan perceraian
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan segala sesuatu yang
menyangkut dengan dan akibat permohonan perceraian tunduk sepenuhnya
kepada Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon dimana Pemohon
dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada
harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena Termohon terlalu cemburu
kepada Pemohon dan mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang
lebih kurang 5 tahun lamanya, dalilnya tersebut dapat dijadikan alasan
perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan
berdasarkan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah
dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka maksud
dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 yang telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI telah
terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak
sudah tidak di mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan

menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.
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Permohonan Pemohon posita angka 8 petitum angka 3 tentang
pengasuhan anak bernama M. Hadianta Dayu Agud, laki-laki, berumur 8 tahun,
agar berada dibawah pengasuhan Pemohon, Majelis Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh menemui fakta dari keterangan Pemohon dan keterangan
saksi-saksinya pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon sudah diasuh oleh Pemohon atas dasar telah
diserahkan anak tersebut oleh Termohon kepada Pemohon yaitu dari umur anak
2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang
menyimpang dari keputusan dan kewajaran terhadap anak tersebut, Termohon
juga tidak pernah menjemput anaknya kecuali terakhir ini anak itu sendiri yang
mengunjungi Termohon itupun tidak bermalam bersama Termohon, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut bernama M.
Hadianta Dayu Agud, laki-laki, berumur 8 tahun, tetap berada dibawah asuhan
Pemohon sampai anak tersebut mumayyiz.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar
talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kediaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon.

4.  Amar Putusan

Berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan oleh Pemohon, dalam rapat permusyawaratan Majelis Syar’iyah
Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan

sebagai berikut:
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1. Menyatakan Termohon yeng telah dipanggil secara resmi dan
patut, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh.

4. Menetapkan M. Hadianta Dayu Agud, laki-laki, yang berumur 8
tahun berada di bawah asuhan Pemohon sampai anak tersebut
mumayyiz.

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah/ KUA. Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/
KUA. Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tempat tinggal
Termohon serta tempat dilaksanakan pernikahan mereka untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah
Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 22 September 2015 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh Drs. Mahdy Usman,
SH. Selaku Ketua Majelis Hakim, Drs. Khairil Jamal dan H. Rosmani Daud
S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari ini
juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim
Anggota tersebut yang turut bersidang dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri selaku

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.
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C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Dalam Memutusankan Perkara Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya.
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan
mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi
dengan teliti, baik dan cermat.®'

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan
bahwa ‘“‘segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-
alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili”. Setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus
disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam
putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, memberikan hak asuh anak yang
berumur 8 tahun diberikan kepada Pemohon (ayah) bukan kepada Termohon
(ibu) adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang belum mumayyiz

Hak asuh anak jika merujuk pada Pasal 105 KHI Jo. Pasal 156 KHI yang
secara khusus mengatur hak asuh anak, maka orang yang lebih berhak
mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Namun ketentuan
tersebut hanya bersifat mengatur, orang yang berhak mendapatkan hak asuh
dapat menggugurkan haknya tanpa adanya sanksi. Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 juga
menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah “ibu

kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan

$'Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, hlm. 140.
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anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar
memelihara anak.

Ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh, dan ia
diberikan kebebasan oleh hukum untuk menggunakan atau mengabaikan
haknya. Ibu dapat saja memperoleh hak atau meninggalkan haknya. Menurut
Mochtar Kusumaatmadja pengertian “hak” pada dasarnya subjek hukum tertentu
atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun,
dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh
hukum).™

Ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI di atas dapat dipahami
bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang lebih berhak mendapatkan
hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia,
maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu
ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu)
tidak ada, maka hak asuh anak beralih kepada ayah.®

Solahudin Pugung mengatakan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a)
KHI dan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat
mutlak melainkan hanya hak yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 156 huruf (c)
KHI yang berbunyi, “Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat
menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah
dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh.™

Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 KHI untuk

mengasuh anaknya, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak

#Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, him.
90.

$Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu
Kajian Empiris Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Banda Aceh: Fakultas Syar’iyah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2016,
hlm. 88-89.

¥Solahudin Pugung, Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama, Jakarta: Karya
Gemilang, 2011, Him. 39.
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dapat diberikan sanksi. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka
diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan
hukum kepada subjek hukum.® Oleh sebab itu sangat beralasan bagi Majelis
Hakim menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuhan Pemohon (ayahnya)
meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh tidak merumuskan tentang ketentuan dalam Pasal 105 KHI.

2. Termohon (ibu) tidak hadir di persidangan

Pemohon dan Termohon telah dipanggil pada tanggal 8 September 2015
dan tanggal 16 September 2015 tetapi pada hari sidang Pemohon hadir sendiri
tanpa kehadiran Termohon. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1)
HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg disebutkan “Jika tergugat tidak datang pada
hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap
mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima
dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri,
bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan™.

Kapan boleh dijatuhkan putusan verstek, ada yang berpendapat bahwa
putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan
pada kata-kata “fen dage dienende” dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 149 RBg,
yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat
bahwa kata-kata “ten dage dienende” dapat pula diartikan “ten dage dat de zaak
dient” yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Dalam Pasal 126 HIR
dan Pasal 150 RBg memberi kelonggaran untuk di panggil sekali lagi.
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memanggil Pemohon dan Termohon untuk
kedua kalinya pada tanggal 16 September 2015 akan tetapi pada hari sidang
Termohon tetap tidak hadir, ketidak hadiran Termohon dalam sidang
menyebabkan hilangnya hak keperdataan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

8 Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004, him.
86.
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menganggap Termohon telah mengakui semua dalil yang diajukan Pemohon dan
menjatuhkan putusan verstek.

Termohon yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir
di persidangan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh menjatuhkan putusan memberikan hak asuh anak kepada ayah
(Pemohon) dikarenakan ibu (Termohon) di anggap telah melepaskan tanggung
jawab untuk mengasuh anaknya. Masa depan si anak akan lebih terjamin bila di
asuh oleh ayahnya.

3. Kedekatan antara Pemohon (ayah) dan anak

Majelis Hakim menemui fakta di persidangan bahwa anak yang bernama
M. Hadianta Dayu Agud, laki-laki, berumur 8 tahun telah diasuh oleh ayahnya
(Pemohon) sejak berumur 2,5 tahun. Fakta tersebut didukung dengan keterangan
saksi-saksi yang membenarkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon sejak
berumur 2,5 tahun. Pemohon sanggup mengurusi anak tersebut dan tidak ada
kendala apapun terhadapnya.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai
pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada
anak, maka anak tersebut diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika
ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup
kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya.
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memberikan
hak asuh kepada ayah karena anak lebih dekat dengan ayahnya. Hal ini
bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan
bagi anak.

Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada
kepentingan dan kemanfaatan anak. Walaupun peraturan perundang-undangan
dan kebiasaan lebih condong memberikan hak asuh kepada ibu apalagi jika anak

masih di bawah umur atau masih mumayyiz, namun ketentuan atau kebiasaan
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tersebut tidak serta merta diterapkan. Hak asuh anak dapat diserahkan pada
bapak jika ibu mempunyai perangai, moral atau tingkah laku yang buruk, seperti
ibu berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ibu selingkuh atau
mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan suami mengajukan
permohonan talak/gugat cerai,** atau ibu dengan sengaja meninggalkan dan
menelantarkan anaknya sehingga anaknya tidak terurus.
4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam
memberikan hak asuh. faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang
masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan
bagi dirinya. Meskipun Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam
putusan tidak merumuskan tentang faktor ekonomi namun menurut penulis hal
tersebut bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
putusannya. Jika melihat dari segi ekonomi Pemohon (ayah) memiliki pekerjaan

yang tetap sebagai PNS dan sanggup membiayai hidup anaknya.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Putusan Majelis Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna
Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika
ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir”.

Perceraian pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa

pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang

sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan

% Anjar SC Nugraheni, (et.al), Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam
Putusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2013, hlm.
67.
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yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak.
Meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan.

Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi. Karena
pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. Zaimah
Husin menyatakan ketika terjadi perceraian dalam Undang-Undang perkawinan
(baik dalam KHI maupun dalam hukum sipil) biasanya hak asuh anak di bawah
usia 12 tahun diserahkan kepada ibu kecuali jika ibu berperilaku tidak baik.
Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh tidak
jatuh ke tangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah
dengan anak dibandingkan kedekatan dengan ibunya.

Hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tapi yang pasti
tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara
dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan
yang ada. Perceraian yang terjadi pada orang tua sering kali berakhir pada
sengketa pengasuhan anak. Hak asuh hukumnya wajib, karena anak yang masih
memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan
pengasuhkan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai
membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberikan natkah dan diselamatkan
dari segala hal yang dapat merusaknya.

Seiring dengan perkembangan pandangan hukum Islam maka ketentuan
hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang juga memberikan jalan
beralihnya kuasa pengasuhan terhadap anak, di antara penyebab beralihnya
kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena dipenggaruhi oleh faktor-
faktor kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut. Kuasa pengasuhan
anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar
sebagai pertimbangan penggadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai
pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang

dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut.
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Aturan yang depat dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi
hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam
Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharan;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hakim juga berpegangan pada Sayyid Sabiq dalam Figh Sunnah, yang
mana memberikan persyaratan hak asuh salah satunya adalah amanah dan
berbudi. Karena orang yang curang tidak akan aman bagi anak kecil dan tidak
dapat dipercaya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik."’

Setelah batas dari usia mumayyiz, maka anak bebas memilih untuk
tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu atau
ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, tapi keputusan utamanya tetap berada
pada si anak setelah usianya mencapai batas mumayyiz. Pada dasarnya
penetapan keputusan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh itu guna
menggurangi ketegangan sengketa oleh kedua pihak yang berseterus guna
memenangkan hak pengasuhan anak.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai
anak yang berada di bawah umur (mumayyiz), maka istri yang lebih berhak
untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan maslahatan
dirinya. Berdasarkan Inpres RT Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 105
dijelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

¥7Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharan;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Setalah penulis menganalisis kasus hadanah perkara Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. dengan menggunakan teknis analisis data berupa
analisis isi (conten analysis) atau kritis, penulis mengambil kesimpulan
bahwasanya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan

hukum positif, yaitu KHI Pasal 156 poin ¢ yang menyatakan:

“apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

jasamani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang

mempunyai hak hadanah pula”.

Maksud dari keguncangan rohani sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki
sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam
asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus mendapat perhatian lebih
serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan
berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai
dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Dan terbukti dalam putusan perkara ini pemegang hak
hadanah yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk
memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang
tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun.
Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum
mumayyiz kepada ayah selaku ayah kandungnya.

Anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi
dirinya, mereka masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu

menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharan bagi dirinya, yaitu
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dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-
bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.

Berdasarkan Pasal 105 KHI seorang anak boleh memilih untuk tinggal
dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun keatas, tetapi jika belum
berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan bukan
tanpa pengecualian, jika pengasuhan si anak dikhawatirkan akan merugikan si
anak, maka hadanah boleh dialihkan kepada kerabat. Tetapi fakta yang terjadi di
lapangan menunjukan tidak selamanya hak asuh anak langsung diberikan
kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup menjamin tumbuh kembang si
anak. Ada banyak kasus dan putusan yang menunjukan hak asuh anak diberikan
Majelis Hakim kepada ayah, karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan
tersendiri misalnya dalam hal kedekatan emosional anak dengan ayah atau

mungkin dengan pertimbangan yang lain.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian perkara

Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca

Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dalam putusan hakim yang memutuskan perkara Nomor
0200/Pdt.G/2015/MS.Bna. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni
HIR Pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan
verstek atau karena tanpa hadirnya tergugat, hakim juga berlandaskan
atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan
ini Majelis Hakim menetap hak asuh dengan hukum positif, yaitu Pasal
156 poin ¢ KHI dan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang
hak asuh yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu
untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan
contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak
umur 2,5 tahun. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh
bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah selaku ayah kandungnya.
Menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang yang berhak
mendapatkan hak asuh anak bagi yang belum mumayyiz atau dibawah
umur ketika terjadi perceraian yakni pihak istri (ibu) yang lebih berhak
untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan
kemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampu mengurusnya serta
mendidiknya. Berdasarkan Pasal 105 KHI dan hadits Rasulullah SAW
tentang pemeliharaan anak. Pengasuh anak menjadi hak mantan istri

(ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami
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baru. Namun walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak
tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh
sepanjang ibu tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal
156 poin ¢ KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang
yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang
berada dalam asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus
mendapat perhatian lebih serta orang tua menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal

sesuai dengan bakat dan minatnya

B. Saran

1.

Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam
memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya harus
memiliki pertimbangan terhadap ketentuan dalam Pasal 105 KHI.

Kepada ayah harus memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang
layak bagi anaknya, selain itu ayah juga harus memperhatikan tumbuh
kembang si anak apalagi si anak sudah jauh dari ibunya, bila ada waktu
luang ajak si anak ketempat ibunya karena anak yang masih 8 tahun
masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Kepada ibu meskipun Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh telah menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada si
ayah, namun ibu tetap harus sering menjumpai anaknya, memberikan
perhatian, supaya anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari

kedua orang tuanya.
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PUTUSAN
Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna.
Pl 1)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai
talak yang diajukan oleh :
@ bin S, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan
D-ll, tempat tinggal di Jin, Perdamaian Lorong Merpati,
Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh,
disebut Pemohon ;
melawan

S binti SEEEEENENS umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jin.
Cut Putri nomor 1, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, disebut Termohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3

September 2015 mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syariyah Banda Aceh

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan perkara nomor register

0200/Pdt. Gf2015/MS.Bna. tanggal 3 September 2015 dengan dalil dan alasan-
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suam istri sah,
yang menikah pada tanggal 12 Pebruar 2006 yang di catat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda
Aceh, Kutipan Akta Nikah nomor 52/18/11/2006, tanggal 13 Pebruari 2006 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Surien Kota
Banda Aceh hingga saat ini, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1
orang anak, yaitu M. Hadianta Dayu Agud, laki-laki, 8 tahun ;
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3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis tapi pada
tanggal 20 Januari 2010 tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada keributan
apapun Termohon minta cerai dan minta diantar pulang ke rumah orang
tuanya. Pemohon sangat kaget dan berusaha menanyakan alasan tapi
Termohon tetap pada kemauannya hingga akhimya Pemohon menghubungi
adik Termohon untuk menyampaikan keadaan yang terjadi saat itu. Selang
berapa lama adik Termchon menghubungi Pemohon dan menyatakan
orang tua Termohon minta agar Pemohon mengantar Termohon pulang ke
rumah orang tua di Beurawe. Atas dasar itu Pemohon mengantar Termohon
pulang ke rumah orang tua dan saat itu terjadi lafaz penyerahan kembali
Termohon dari Pemohon kepada orang tuanya yang diterima oleh orangtua
Termohon dengan kalimat “jangan rujuk kembali ya.* sejak saat itu
Termohon ﬁr!ggal bersama orang tuanya dan Pemohon bersama anak
tinggal di Surien ;

4. Bahwa seminggu kemudian Termohon ada kembali ke rumah dan
menyatakan saran dari orang tua kampung di Beurawe agar rujuk kembali
namun Pemohon menclaknya, dengan demikian sudah * 5 tahun Pemohon
dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;

5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dalam rumah tangga, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi
tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud seria tidak mungkin lagi Pemohon dan
Termohon membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan
sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon pada KetuaMajelis
mahkamah Syar'ah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan
Pemohon ;

6. Bahwa ofeh karena anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu
lelembbmionevnbngusbpes (aki-laki, 8 tahun masih belum mumayiz dan
selama ini tetap berada dalam asuhan Pemohon sehingga sangat dekat
dengan Pemohon maka demi untuk masa depan dan perkembangan
psikologis anak yang iebih stabil, maka mohon agar anak ditetapkan berada
dalam asuhan Pemohon selaku ayahnya ;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemchon mohon agar Ketua/Majelis
Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini,
menjatuhkan Putusan yang amamya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (R bin WEEEEERs) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (PG bint dams@lp) di depan

. persidangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ;

-3. Menetapkan agar anak bemama dililiBmeSwallligh |aki-laki, 8 tahun
berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada har-hari dan tanggal sidang yang telah
ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata
ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan sah menurut hukum, walau
telah dipanggil masing-masing bertanggal 8 September 2015 dan tanggal
16 September 2015 dengan nomor masing-masing Sama yaitu nomor
0200/Pdt. G/2015/MS.Bna., berdasarkan berita acara relas panggilan yang
dibacakan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah
menyerahkan surat izin atasan Nomor 474.2/546 tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat
dan saran-saran kepada Pemohon agar dapat dipertahankan perkawinannya
namun tidak berhasil, dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan
karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini
sesuai menurut kefentuan hukum, dengan membaca surat permohonan
Pemohon dalam-sidang. tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh
Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemchon untuk menguatkan dalil permohonannya
telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :
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1.

2 (dua) buah buku nikah beserta fotokopinya Nomor 527/18/11/2006,
tanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, fotokopi tersebut telah diben
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Januar 2012 atas nama Darwis, yang dikeluarkan oleh Disnakerduk Kota
Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2 ;

B. Bukti Saksi : :
1. & bin BN umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng,

Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka benar
sebagai suami isteri yang telah menikah dan telah mempunyai 1 orang
anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohen ;

Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian mereka terjadi
perselisihan dan sejak tahun 2010 mereka teiah berpisah tempat
tinggal, yaitu Pemohon tinggal di Surien sedangkan Termohon di
Beurawe ;

Bahwa Pemohon telah pernah saksi memberikan nasehat dan saran-
saran namun tidak berhasil dan saat ini idak mungkin lagi dirukunkan
kembali dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih
kurang 5 tahun lamanya ;

Bahwa mengenai anak, Pemohon sanggup mengurusinya yaitu sejak
anak tersebut berpisah dengan ibunya dari umur 2,5 tahun sampai
sekarang sudah berumur lebih kurang 8 tahun dan tidak ada kendala
apa-apa terhadap anak tersebut ;

2. kel bin SN umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
S-1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Gampong Surien,
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Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah

sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemochon dan Termohon mereka benar
sebagai suami isteri dan felah mempunyai 1 orang anak ;

- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi cekcok
dan mereka sejak tahun 2010 telah berpisah tempat tinggal, yaitu
Pemohon tinggal di Surien sedangkan Termohon di Beurawe ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pemah didamaikan oleh aparat
desa namun tidak berhasil, dan sekarang tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan mereka ;

- Bahwa mengenai anak, Pemohon sanggup untuk mendidiknya dan
sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala sesuatu
apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulan akhimya ia
tetap pada permohonannya dan memchon Putusan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan
semua peristiwa telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk
meringkaskan uraian Putusan, ditunjuk kepada berita acara sidang sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Pemchon
sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas
Pemohon dan termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syarliyah Banda
Aceh ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti
Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
tetapi tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
kuasanya dipersidangan, kemudian tidak temyata ketidak hadirannya itu
disebabkan oteh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut
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dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk
mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon posita angka 8 petitum angka
3 setentang pengasuhan anak bernama NN G JPER 1aki-laki, 8
tahun agar berada dibawah pengasuhannya, Majelis Hakim menemui fakta dari
keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya Aris bin Maksede dan
Drs. Syukri AR bin Abdumahman pada intinya anak tersebut sejak berpisah
" tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah diasuh oleh Pemohon
atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh Termohon kepada Pemohon
yaitu dari umur anak 2,5 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun, tidak ada
ditemui hal-hal yang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran terhadap anak
tersebut, kemudian juga Termohon tidak pernah menjemput anaknya kecuali
terakhir ini anak itu sendiri yang mengunjungi Termohon {ibunya) itu pun tidak
bermalam bersama ibunya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
terhadap anaknya tersebut bernama NP, laki-iaki, 8 tahun
tetap berada dibawah asuhan Pemohon (ayah kandungnya) sampai umur anak
tersebut mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan
Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya
meliputi tempat kédiaman para pihak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 fentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Nash syariy dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berkaitan dengan perkara ini ;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termbhen yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidsk
hadir ;

2. Mengabulkan permchonan Pemohon secara verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (SR &ie M. %) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Juikinismmmhbinti JEESeEEN) di depan

 sidang Mahkamah Syariyah Banda Aceh ;

4. Menetapkan SR, |=ki-2ki, umur 8 tahun berada dibawah
asuhan Pemohon sampai anak tersebut mumayyiz ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk
mengirimkan salinan Penetapan ikrar talesk kepada Pegawai Pencatat
Nikah/KUA. Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tempat tinggal Pemohon
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA. Kecamatan Kuta Alam, Kota
Banda Aceh, tempat tinggal Termochon serta tempat dilaksanakan
pemikahan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

€. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumiah
Rp.316.000,=( Tiga ratus enam belas ribu Rupigh ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahdy
Usman, SH. selaku Ketua Majelis, Drs. Khairif Jamal dan H. Rosmani Daud,
S. Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi
Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri
selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya
Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. Mahdy Usman, SH.
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Hakim Anggota ,

- 1

S,
H. Rosmani Daud, S. Ag.

Panitera Pengganti,

-~
L}

Drs.Syamsul Bahri.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya proses Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 225.000.-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 316.000.-

(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah).
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